
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI, KABUPATEN / KOTA, KECAMATAN DAN DESA/ KELURAHAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 42 Tahun 2Ol4 telah ditetapkan Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat Dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat Provinsi, KabupatenfKota, Kecamatan Dan

Desa/ Kelurahan Provinsi Sumatera Utara;

bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan

Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera

Utara Nomor 3OO-13O6/BKB.P-PM tanggal 11 Mei 2Ol5 perihal

Mohon Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor

42 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Sumatera Utara

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2OL4 tentang Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat Dan Dewan Penasehat Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota,

Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Mengingat : 1.
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c.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AO2 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 2, Tartbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a158);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO2 tentang Pertahanan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aI69l;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa9\;
Undang-Undang Nomor 77 Tahun 20 13 tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2}rc Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a3O);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4

tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2A06 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 9);
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MEMUTUSKAN:

McnetapKan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2OI4 TENTANG FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal I

Ketentuan ayat (3) dan ayat {4) Pasal 15 dalam Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 201,4 tentang Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat Dan Dewan Penasehat Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupatenf Kota,

Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 44) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4)

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pasal 15 diubah, sehingga

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris FKDM dipilih oleh Anggota

melalui Rapat Pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) jumlah anggota.

(2) Masa bakti Kepengurusan FKDM selama 5 (lima) tahun dan

selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode

berikutnya.

(3) Keanggotaan FKDM Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas

usul Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

(4) Keanggotaan FKDM KabupatenfKota., Kecamatan dan

Kelurahan/Desa dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atas usul

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Gubernur

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

pada tanggal

memerintahkan

ini dengan

Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Juni 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI5 NOMOR 31

Salinan Aslinya
UKUM,

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP_ 19590227 198003 I 004


